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Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing dalam melaksanakan
pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor telah banyak melakukan perubahan,
baik aturan, prosedur dan sistem pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi. Perubahan tersebut antara lain penerapan booking online,
pembayaran melalui CMS (cash management system), integrasi alat uji dan drive thru
masuk/in maupun drive thru hasil uji/out. Namun perubahan yang telah dilakukan itu
belum maksimal sehingga permasalahan yang sama masih terjadi. Permasalahan
lainnya adalah belum dilaksanakan evaluasi kinerja dan survey kepuasaan masyarakat
sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Evaluasi kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi
informasi di UP PKB Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat
dari aspek akuntabilitas dan aspek kepuasan masyarakat. Dilihat dari aspek
akuntabilitas pelayanan yang sudah berjalan sesuai ketentuan yaitu sub aspek tingkat
ketelitian/akurasi, sub aspek profesionalisme petugas/SDM dan sub aspek
kedisiplinan, serta sub aspek kelengkapan sarana dan prasarana. Namun untuk sub
aspek standar/akta atau janji pelayanan dan sub aspek kejelasan aturan, UP PKB
Cilincing sudah memiliki standar dan aturan yang jelas dan dipublikasikan, namun
dalam pelaksanaannya masih terdapat kebijakan lain yakni sistem FIFO dalam
pelayanan di loket drive thru masuk, yang mesti diatur ulang agar tidak ada wajib uji
yang dirugikan.

Sedangkan dari aspek kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa
pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di UP PKB Cilincing berada pada
tingkat yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dari 9 (sembilan) unsur SKM sebesar 3,214 dan dengan nilai konversi SKM
sebesar 80,35. Hanya unsur persyaratan dan penerapan booking online mendapatkan
nilai SKM sebesar 3,055 dan nilai konversi SKM sebesar 76,38. Unsur SKM ini
menjadi yang terendah diantara unsur SKM lainnya.

Kata kunci: Pelayanan Publik, akuntabilitas, kepuasan pelanggan.
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ABSTRACT

The Cilincing Vehicle Inspection Management Unit in carrying out periodic
motor vehicle testing services has made many changes, both rules, procedures and
service systems by utilizing the development of information technology. These
changes include the application of online booking, payment through a CMS (cash
management system), integration of test equipment and drive thru in / in and drive
thru test results / out. However, the changes that have been made have not been
maximized so that the same problem still occurs. Another problem is that performance
evaluation and community satisfaction survey have not been carried out as mandated
by laws and regulations.

Evaluation of the performance of information technology-based vehicle testing
inspection at UP PKB Cilincing DKI Jakarta Provincial Transportation Office can be
seen from the aspect of accountability and aspects of public satisfaction. Seen from
the aspect of service accountability that has been running according to the provisions,
namely the sub-aspect level of accuracy, the sub-aspect of professionalism of officers
/ HR and the sub-aspect of discipline, as well as the sub-aspects of the completeness
of facilities and infrastructure. However, for sub standard aspects / deeds or promises
of services and sub aspects of clarity of rules, UP PKB Cilincing already has clear and
publicized standards and rules, but in practice there are still other policies namely the
FIFO system in service at the drive through entrance counter, which must be regulated
repeat so that no mandatory test is harmed.

While from the aspect of community satisfaction it can be concluded that the
service periodic inspection of vehicles in UP PKB Cilincing is at a good level. This is
indicated by the value of the Community Satisfaction Survey (SKM) of the 9 (nine)
SKM elements of 3.214 and with a SKM conversion value of 80.35. Only the elements
of the requirements and implementation of online booking get an SKM value of 3.055
and an SKM conversion value of 76.38. This SKM element is the lowest among other
SKM elements.

Keywords: Public service, accountability, customer satisfaction.
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan
Ibukota Negara sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan UU ini, DKI Jakarta sebagai daerah otonom memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya
adalah penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi salah satu hal yang penting dalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena inti dari
pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah bagaimana
memberi pelayanan yang sebaik-baiknya agar kepentingan masyarakat
umum dapat terpenuhi.

Provinsi DKI Jakarta sebagai kota besar salah satu tulang punggungnya
adalah alat trasportasinya. Salah satu sarana transportasi yaitu kendaraan
bermotor. Keberadaannya dapat menjadi sebuah masalah bilamana
pemerintah daerah tidak mampu mengontrol kelaikan kendaraan di jalan.
Kelaikan kendaraan di jalan merupakan aspek penting dalam menjaga

keselamatan berlalu lintas di jalan raya.



Kondisi lalu lintas kendaraan di DKI Jakarta memiliki tingkat
kemacetan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pemandangan setiap
hari, dimana kemacetan terjadi hampir diseluruh ruas jalan di DKI Jakarta.
Kemacetan tersebut dikarenakan pertumbuhan kendaraan di DKI Jakarta
berdasarkan data BPS DKI Jakarta sebanyak 5% pertahun. Jumlah tersebut
belum ditambah dengan jumlah kendaraan dari daerah penyangga Provinsi
DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Kelaikan angkutan umum dan angkutan barang yang dioperasikan di
jalan raya telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya dalam Pasal 49 ayat (2)
huruf b yang mewajibkan setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil
barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan

melakukan uji berkala untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Uji Berkala Tahun 2018
UJI BERKALA
MOBIL KERETA
NO UNIT PKB PENUM | MOBIL | MOBIL | TEMPEL KEND. BMia g JUMLAH
PANG BUS BARANG DAN KHUSUS
UMUM PENARIK
UP PKB 2.756 | 24.081 38.974 1.431 3.871 | 12.308 83.421
1 | PULOGADUNG
UP PKB 1 11 29.612 11.342 22.366 63.332
2 | CILINCING
UPPKBUJUNG | 10.136 | 7.666 66.263 24 84.089
3 | MENTENG
UP PKB
KEDAUNG 69 1.243 47.191 2 48.505
4 | ANGKE
1.455 184 1.639
5. | PT. HIBA

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta




Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana Tabel 1 di atas diketahui di tahun 2018 ada sekitar 280.986
kendaraan bermotor wajib uji melakukan pengujian kendaraan di Unit
Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Namun
masih terdapat 66.554 kendaraan yang belum melakukan uji berkala.
Kendaraan wajib uji tersebut dilayani oleh 5 (lima) Unit Pengelola Pengujian
Kendaraan Bermotor dibawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
ditambah Unit Pengelola Pengujian swasta yang sudah tersertifikasi
Kementerian Perhubungan yaitu PT. Hiba.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 331 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian
Kendaraan Bermotor terdapat 5 (lima) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan
Bermotor yang ada di Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun
yang aktif hanya 3 (tiga) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor
yaitu, UP PKB Pulo Gadung, UP PKB Ujung Menteng dan UP PKB
Cilincing.

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Unit Kerja di
bawah Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor
331 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas pokok dan fungsi
yaitu melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, baik baru
maupun berkala masih memiliki beberapa permasalahan dan kendala dalam

melaksanakan pelayanan. Mulai dari tidak tertibnya antrian kendaraan yang



datang dan diuji, adanya laporan praktek pungutan liar (pungli) dan
maraknya praktek percaloan.

Hal ini terbukti dengan adanya kejadian ditutupnya Unit Pengelola
Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke pada tahun 2014. Dengan
kejadian tersebut mengakibatkan masalah baru yaitu ketidakmampuan Unit
Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor lainnya melayani permintaan
pelayanan uji berkala di Provinsi DKI Jakarta. Masalah ini berlangsung
hingga saat ini, meskipun UP PKB Kedaung Angke sejak 2017 sudah
dioperasikan kembali.

Sebab terjadinya antrian tersebut juga karena kurangnya jumlah lajur
mekanis uji. Hingga saat ini lajur mekanis uji yang dimiliki Unit Pengelola
Pengujian Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta secara keseluruhan sebanyak
13 (tiga belas) lajur. Yang terdiri dari 5 (lima) lajur mekanis uji di UP PKB
Ujung Menteng, 3 (tiga) lajur mekanis uji di UP PKB Pulo Gadung, 3 (tiga)
lajur mekanis uji di UP PKB Kedaung Angke dan 2 (dua) lajur mekanis uji di
UP PKB Cilincing. Jumlah tersebut tergolong sedikit untuk melayani
kendaraan wajib uji di DKI Jakarta. Sehingga setiap lajur mekanis jika
dirata-ratakan harus melayani sebanyak 140 kendaraan per hari.

Praktek percaloan marak disebabkan adanya antrian kendaraan yang
akan di uji dan pengambilan nomor pendaftaran secara manual serta
kurangnya pengetahuan para wajib uji terhadap prosedur pelayanan

pengujian. Sedangkan pungutan liar disebabkan sistem yang masih



dimanfaatkan oknum petugas untuk melakukan diskresi hasil uji, karena hasil
uji ditulis secara manual di laporan hasil uji.

Dengan adanya Permasalahan-permasalahan tersebut, sebenarnya UP
PKB Dinas Perhubungan Provinsi DKI jakarta sudah melakukan beberapa
perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat merubah
sistem pelayanan. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih
terarah dan lebih maksimal, karena dewasa ini perkembangan teknologi
informasi berkembang sangat pesat dan dapat memberikan banyak
kemudahan.

Perubahan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Perubahan yang pertama
dilakukan oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor di DKI
Jakarta yaitu dengan penerapan sistem drive thru masuk pendaftaran
pengujian dan loket drive thru keluar/hasil uji. Dengan penerapan sistem
drive thru ini mempercepat proses pelayanan.

Selain itu, perubahan lainnya diterapkannya sistem booking dan
antrian uji kendaraan dengan menggunakan nomor yang diberikan petugas.
Namun sistem ini juga terlihat memiliki beberapa kelemahan karena belum
berbasis online dan teknologi informasi. Dengan permasalahan tersebut Unit
Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mulai menerapkan
sistem Booking Online pada tahun 2017.

Booking Online dapat dinikmati masyarakat lewat aplikasi e-kir Jakarta

yang dapat di unduh gratis di play store. Penerapan sistem Booking Online



tersebut bertujuan bahwa para wajib uji memiliki kepastian pelayanan
pengujian kendaraan dengan menerapkan sendiri tanggal yang diinginkan
dan secara sistem diurutkan jam/waktu kedatangan kendaraannya.

Namun tujuan penerapan sistem Booking Online tersebut belum
berjalan dengan baik, karena sampai saat ini masih terdapat antrian
kendaraan yang akan melakukan pengujian hingga ke badan jalan raya.
Antrian kendaraan tersebut terutama terjadi pada pagi hari yang
mengakibatkan kemacetan dan ketidakteraturan lalulintas di sekitar kantor
pelayanan pengujian.

Perubahan juga terdapat dalam penggunaan alat uji, dengan
diterapkannya pengintegrasian alat uji secara komputerisasi. Pengintegrasian
tersebut yaitu sistem pengujian kendaraan yang menghubungkan antara
pengoperasian alat uji, PC tablet dan layar monitor sebagai media informasi
sehingga mendapatkan data hasil uji yang lebih akurat dan transparan.

Sedangkan untuk menghindari pencaloan pembayaran dan pungutan
lebih dalam pembayaran retribusi diterapkan sistem pembayaran non tunai
dengan menggunakan Virtual Account (VA), dimana masing-masing
kendaraan memiliki 1 (satu) nomor VA yang dapat dibayarkan melalui
seluruh ATM DKI atau ATM Bersama maupun teller Bank DKI. Sehingga
transaksi tersebut meniadakan adanya transaksi tunai antara masyarakat dan
petugas pelayanan pengujian.

Namun perubahan tersebut belum mampu mengatasi banyaknya

permohonan pengujian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Masing-



masing Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta masih
terdapat antrian pemohon/wajib uji kendaraan hingga 2 minggu sampai 1
bulan kedepan. Tentu hal ini mempengaruhi pelayanan yang ada, juga dapat
menunda pemeriksaan kelaikan kendaraan yang telah habis masa berlaku uji
berkalanya. Kendala atau kesulitan tersebut juga dapat dimanfaatkan oknum
sebagai praktek percaloan baru.

Penerapan teknologi informasi dalam prakteknya juga mengalami
beberapa kendala. Untuk aplikasi Booking Online memiliki kendala
terbatasnya waktu dan jumlah kendaraan yang akan di Booking. Hal ini
sebagaimana yag terjadi di UP PKB Cilincing berdasarkan laporan
masyarakat melalui aplikasi lapor.go.id dibawah ini:

Gambar 1
Laporan Masyarakat Tahun 2018

7D LAPOR! TENTANG LAPOR!

= Tindak Lanjut2 O Komentar0 «¢3Dukung2 e Bagikan

~ Dimas Dewantoro
«o, @ Website v Ditutup oleh Admin

Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta

ssue : Untuk pengujian kendaraan bermotor/KIR untuk wilayah DKI Jakarta diwajibkan menggunakan

kondisi booking selalu penuh dan tidak bisa untuk booking, kami sudah mencoba booking di
(00.00-12.00) dan malam (12.00-24.00)
transportasi dituntut untuk kendar:

tapi tetap status selalu penuh. Kami sebagai pengel
selalu teruji KIR atau lolos uji KIR agar dapat beropera:
tapi kenyataanya kami sudah mengunjungi UP PKB Cilincing untuk datang langsung kesana untuk
booking atau mendaftar langsung dilokasi tetapi ditolak dikarenakan booking hanya bisa dilakukan
melalui applikasi eKIR Jakarta- Booking. Kami sudah mencoba telephone untuk menghubungi UP PKB
Cilincing tetapi nomor telephone tidak pernah tersambung, kami coba ke website
http://kir.jakarta.go.id/support/help untuk mendapatkan keluhan tapi tidak bisa login untuk mendaftar
keluhan. Hal ini (booking penuh) sudah dari 2 bulan falu, sebelumnya kami bisa menggunakan applikasi
untuk booking dan menentukan tanggal ka gujian bisa dilaksanakan. Indikasi : - Adanya pungli
dan monopoli untuk booking kendaraan ol

a terkait, - Tujuan penggunaan apilikasi agar
system pendaftaran/booking untuk pe: n tidak berjalan di Jakarta terutama untuk unit
besar (truck trailer container). - Websit p://kir.jakarta.go.id/support/help tidak efektif untuk
pelaporan karena tidak bisa login. -Terima Kasih.
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Sumber: lapor.go.id



Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Unit Pengelola Pengujian
Kendaraan Bermotor Cilincing semestinya melakukan evaluasi secara
berkala untuk mengantisipasi setiap perubahan maupun permasalahan yang
terjadi  (http://Kir.jakarta.go.id). Evaluasi ini akan membantu dalam
pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan dilaksanakan
selanjutnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini disusun
dalam judul <“Evaluasi Kinerja Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor Berbasis Teknologi Informasi Di Unit Pengelola Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi

DKI Jakarta”.

B. Fokus Permasalahan
Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka
selanjutnya dapat dirumuskan fokus permasalahan penelitian vyaitu:
“Bagaimana Kinerja Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis
Teknologi Informasi Di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKB) Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Teknologi Informasi Di Unit



Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Dinas

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian
Selanjutnya melalui penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat

sebagai berikut:

a. Manfaat terhadap Kepentingan Dunia Akademik
Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memperkaya
wawasan dan informasi tentang ilmu administrasi khususnya manajemen
pembangunan daerah tentang kinerja pelayanan publik sehingga dapat

menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat terhadap Dunia Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran
dan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam penyelenggaraan
pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,
di masa mendatang untuk mewujudkan Kinerja pelayanan publik Pengujian

Kendaran Bermotor yang lebih baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil

evaluasi kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi

informasi di UP PKB Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

dari beberapa sub aspek sudah berjalan baik, namun masih memiliki

beberapa kendala dalam sub aspek lainnya. Adapun kesimpulan secara rinci

adalah sebagai berikut:

1.

Untuk aspek akuntabilitas pelayanan yang ditinjau dari sub aspek tingkat
ketelitian/akurasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan
penerapan teknologi informasi di UP PKB Cilincing semakin membantu
dalam hal ketelitian dan keakurasian, baik data maupun hasil uji.
Sehingga sistem yang sudah terintegrasi tersebut mempermudah dan
akurat dalam menyelenggarakan pelayanan uji berkala kendaraan
bermotor. Kemudian untuk sub aspek profesionalisme petugas/SDM dan
sub aspek kedisiplinan dijelaskan bahwa UP PKB Cilincing sudah
memiliki SDM yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, SDM
tersebut terdiri dari PNS dan non PNS yang bertugas sesuai formasi dan
kualifikasi yang dimiliki, selain itu kedisiplinan SDM cukup tinggi
dengan adanya sistem absensi sidik jari dan menjadi indikator penilaian
Kinerja. Selanjutnya ditinjau dari sub aspek kelengkapan sarana dan

prasarana di UP PKB Cilincing sudah memadai dan memenuhi standar
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karena sudah terkalibrasi dan terakreditasi Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia, namun masih terdapat kekurangan jumlah lajur
mekanis uji sehingga belum mampu melayani permohonan pelayanan
pengujian yang begitu banyak. Sementara untuk sub aspek standar/akta
atau janji pelayanan dan sub aspek kejelasan aturan, di UP PKB
Cilincing sudah memiliki standar dan aturan yang jelas dan
dipublikasikan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kebijakan
sistem FIFO dalam pelayanan di loket drive thru masuk yang mesti
disosialisasikan dengan baik dan jelas ke masyarakat. Selain itu dalam
hal pelaksanaan pelayanan, UP PKB Cilincing masih terbuka melayani
kendaraan dengan JBB dibawah 5(lima) ton, sedangkan aturan
menyebutkan bahwa UP PKB Cilincing melayani pengujian kendaraan
dengan JBB diatas 5(lima) ton.

Untuk aspek kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelayanan
pengujian berkala kendaraan bermotor di UP PKB Cilincing berada pada
tingkat yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) dari 9 (sembilan) unsur SKM sebesar 3,214 dan
dengan nilai konversi SKM sebesar 80,35. Unsur yang memiliki nilai
SKM tertinggi adalah unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai SKM
sebesar 3,312 dengan nilai konversi SKM sebesar 82,80. Sedangkan
unsur yang memiliki nilai SKM terendah adalah unsur persyaratan dan
penerapan booking online mendapatkan nilai SKM sebesar 3,055 dan
nilai konversi SKM sebesar 76,38. Selain itu unsur sarana dan prasarana

juga mendapatkan nilai terendah kedua. Kedua unsur ini memang secara
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tidak langsung saling terkait satu sama lainnya, mengingat kuota dalam
booking online terbatas dikarenakan UP PKB Cilincing hanya memiliki

2(dua) lajur mekanis uji kendaraan bermotor.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan beberapa saran
yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangkan agar kinerja
pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UP PKB Cilincing khususnya
dapat berjalan lebih baik lagi dan lebih akuntabel sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa aspek akuntabilitas di atas, Sistem booking online ini
sudah baik yang dimaksudkan tidak terjadi penumpukan pelayanan pada
waktu yang sama. Namun diharapkan UP PKB Cilincing menjalankan
aturan booking online dengan memberlakukan pelayanan dengan sesuai
jam yang tertera dalam booking online. Setelah itu, baru sistem FIFO
diberlakukan sesuai antrian, sehingga memberikan kepastian pelayanan
bagi masyarakat dan dapat mendisiplinkan wajib uji sesuai jadwal.

2. Sedangkan dari hasil analisa aspek kepuasaan pelanggan/masyarakat,
diharapkan UP PKB Cilincing melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) secara periodik dengan unsur-unsur sebagaimana telah
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik bahwa setiap unit pelaksana pelayanan publik wajib melakukan

SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Mengingat
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pengalaman sulitnya melaksanakan survei kepuasaan masyarakat di UP
PKB Cilincing dikarenakan penerapan sistem drive thru mulai dari
pendaftaran uji sampai pengambilan hasil uji, sehingga wajib uji tidak
memiliki waktu banyak untuk mengisi kuesioner. Dengan kemajuan
teknologi informasi saat ini, diharapkan mampu mengembangkan sebuah
cara agar survei itu mudah dilakukan. Salah satunya dengan
memanfaatkan sistem booking online yang ada, dikembangkan dengan
menambah menu pilihan survei kepuasan masyarakat sebelum melakukan
booking online, sehingga survei dapat dilakukan setiap saat dengan

responden yang tepat.
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